
INDEKS 

KETAHANAN 

PANGAN

INDONESIA 2018

BADAN KETAHANAN PANGAN

KEMENTERIAN PERTANIAN





Indeks Ketahanan Pangan    ii 

 

DAFTAR ISI 

 

 

KATA PENGANTAR i 
  
DAFTAR ISI ii 
  
DAFTAR TABEL iii 
  
DAFTAR GAMBAR iii 
  
PENDAHULUAN 1 
  
KONSEPSI INDEKS KETAHANAN PANGAN 2 
  
HASIL INDEKS KETAHANAN PANGAN 8 
  
KESIMPULAN 19 
  
REFERENSI 20 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indeks Ketahanan Pangan    iii 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

1 Bobot Indikator Kabupaten Berdasarkan Expert Judgement 5 

2 Bobot Indikator Kota Berdasarkan Expert Judgement  6 

3 Cut off point Indeks Ketahanan Pangan 7 

4 Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten 2018 8 

5 Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kota 2018 14 

6 Alternatif Intervensi di Wilayah Kabupaten 17 

7 Alternatif Intervensi di Wilayah Kota 18 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

1 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan 3 

2 Peta Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota 2018 15 

3 Distribusi IKP Kabupaten dan Kota 16 

 

 

 



Indeks Ketahanan Pangan    1 

 

INDEKS KETAHANAN PANGAN 

 

PENDAHULUAN 

Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan 

baik dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi. 

Informasi ketahanan pangan sebagaimana tertuang dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan dan PP No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, 

menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. 

Informasi ini sangat penting untuk memberikan arah dan rekomendasi bagi para pembuat 

keputusan dalam penyusunanprogram, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat 

pusat dan daerah.  

Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan 

pangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan serangkaian indikator. 

Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan 

pangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP).  

IKP telah dikembangkan pada tataran global untuk menilai dan membandingkan situasi 

ketahanan pangan antar negara. Global Food Security Index (GFSI) yang dikembangkan 

oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) membandingkan situasi ketahanan pangan antar 

negara berdasarkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, serta kualitas dan keamanan 

pangan. Hasil analisis GFSI ini menunjukkan bahwa posisi ketahanan pangan Indonesia 

mengalami perbaikan dari peringkat 71 pada tahun 2016 menjadi peringkat 69 dari 113 

negara pada tahun 2017 (EIU 2016 dan 2017). Sementara itu, Global Hunger Index (GHI) 

yang disusun oleh International Food Policy Research Institute (IFPRI) menggunakan empat 

aspek untuk menilai ketahanan pangan suatu negara, yaitu: proporsi undernourishment, 

balita wasting, balita stunting, dan angka kematian bayi. Indeks GHI sebesar 22 

menempatkan Indonesia pada peringkat ke-72 dari 119 negara (IFPRI 2017). Indeks 

ketahanan pangan lainnya adalah Rice Bowl Index (RBI) yang dikembangkan untuk menilai 

sejauh mana kapasitas suatu negara dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan 

danmenempatkan Indonesia pada peringkat 10 dari 15 negara di Asia Pasifik (Syngenta dan 

FSG 2016). 

Pada level nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyusun IKP berdasarkan tiga 

aspek ketersediaan, akses, dan konsumi pangan. Namun demikian, IKP tersebut disusun 

hanya sampai dengan level provinsi sehingga tidak bisa secara langsung diadopsi untuk 

intervensi kegiatan ketahanan pangan pada wilayah administrasi yang lebih kecil, yaitu 

kabupaten/kota. Oleh karena itu, Badan Ketahanan Pangan memandang perlu untuk 

menyusun IKP Nasional dengan unit analisis yang lebih rendah, yaitu tingkat kabupaten/kota 

dengan mengadopsi pengukuran indeks global dengan berbagai penyesuaian metodologi 
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sesuai dengan ketersediaan data dan informasi di tingkat kabupaten/kota. IKP ini juga 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan (Food 

Security and Vulnerability Atlas - FSVA), karena indikator yang digunakan dalam IKP 

merupakan indikator yang juga digunakan dalam penyusunan FSVA Nasional. Hal ini 

dilakukan agar hasil IKP sejalan dengan hasil FSVA Nasional. IKP Nasional memiliki peran 

yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu 

wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas daerah dan 

prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP Nasional dilakukan dengan 

tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota), dan 

memberikan gambaran peringkat (rangking) pencapaian ketahanan pangan wilayah 

kabupaten/kota dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kotalain. IKP yang disusun 

diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga 

lebih fokus dan tepat sasaran. 

 

KONSEPSI INDEKS KETAHANAN PANGAN 

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai 

dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan 

produktif secara berkelanjutan. Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah 

beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam 

bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk 

sistem ketahanan pangan. 

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian 

Pertanian merupakan penyesuaian dari indeks yang telah ada berdasarkan ketersediaan 

data tingkat kabupaten/kota. Sembilan Indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP 

merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan 

dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: 

(i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitifitasdalam 

mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; 

dan (iv) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu (bulanan/tahunan) 

serta mencakup seluruh kabupaten/kota. 
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Kerangka Konsep Ketahanan Pangan 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan 

Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP adalah sebagai berikut: 

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih. Rasio konsumsi 

normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. 

Ketersediaan bersih didekati dari angka produksi setelah dikurangi susut, tercecer, 

penggunaan untuk benih, pakan dan industri non pangan, sedangkan konsumsi normatif 

ditentukan sebesar 300 gram/kapita/hari. Data produksi padi, jagung, ubi kayu, dan ubi 

jalar menggunakan angka tetap 2014-2016 dari BPS dan Kementerian Pertanian. 

2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Indikator ini 

menunjukkan nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar 

minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang 

individu untuk hidup secara layak. Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tidak 

memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga 

akan mempengaruhi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; FAO 2015; Kavosi et al. 

2014; Riyadi et al. 2011; Ramli et al. 2009; Lubis 2010; Sofiati 2009; dan Misselhorn 

2005). Data persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bersumber dari 

Susenas 2017, BPS. 

3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 

persen terhadap total pengeluaran. Distribusi pengeluaran untuk pangan dari total 

pengeluaran merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga. Teori 

Engel menyatakan semakin tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaran 

rumah tangga untuk konsumsi pangan akan mengalami penurunan. Pengeluaran pangan 


